SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, menyebutkan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur
dalam peraturan kepala daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan
Umum Daerah;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN

BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan otonom.

.Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara.

.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja.

.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja

yang menerapakan PPK-BLUD.

. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada

batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

. Panitia Pengadaan BLUD yang selanjutnya disebut panitia pengadaan adalah

pelaksana pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari penerimaan
BLUD RSUD Dayaku Raja.

. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu
dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang sumber dananya
diperoleh dari Pendapatan RSUD.

Pendapatan RSUD adalah pendapatan rumah sakit yang diperoleh sumbernya
dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat yang
diperolah dari masyarakat atau badan lain dan atau hasil kerjasama dengan
pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya.



13. Jenjang nilai adalah batasan penjenjangan nominal belanja barang/jasa dalam

bentuk rupiah untuk pengadaan barang/jasa di RSUD.

14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi
pemerintahan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di
K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit
yang sudah ada.

15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan

yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi :

(3)

a. Pengadaan barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi;dan
d. Jasa lainnya.

Pengadan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan pinsip—prinsip :

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan,;

. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan

yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar—
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan

barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya;

. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi

penyedia barang/jasa yang memenuhi persayaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang jelas dan transparan;

. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan
apapun;dan



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Pemimpin

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin

ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses

pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Dalam hal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja sudah diberikan
status BLUD penuh, dapat diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibelitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap
pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. Jasa Layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati

Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah
terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi
hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi
BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan
pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 3 dilakukan
oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja pada Unit
Layanan Pengadaan (ULP).

Panitia/Pejabat pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan memahami tata cara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan.



Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Metode Pengadaan
Langsung.

b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Desember 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal S Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd
SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Ka Dy aten Kutai Kartanegara/

NIP. 1978060212 1 002




